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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan ridho-Nya
jualah Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper “Pengelolaan Sumber Daya Alam
Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat dan Eksistensinya Dalam Hukum
Nasional” berhasil disusun dan diselesaikan.

Adapun Tujuan Dari diselenggarakannya acara ini adalah untuk menginventarisasi
keberadaan kearifan lokal dalam mengeloa sumber daya alam yang masih berlangsung,
mengetahui ketahanan kearifan lokal terhadap pengaruh budaya luar dan intervensi
kebijakan pemerintah, mengetahui singkronisasi peratutan perundang-undangan dalam
pengelolaan sumber daya alam dengan keraifan lokal masyarakat adat dalam
pengelolaan sumber daya alam dan merumuskan Policy Brief vagi pemerintah dalam
pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan yang berbasis pada kearifan lokal
masyarakat adat.

Acara Seminar Nasional dan Call for paper ini diselenggarakan Di STIHPADA pada
tanggal 29-30 Oktober 2019 dan terlaksana berkat dukungan serta kerjasama yang
sangat kooperatif antara Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia dan Sekolah
Tinggi llmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) dan segenap instansi terkait lainnya
serta semua peserta dan pemakalah yang turut serta dalam menyukseskan acara ini.

Akhir kata, Kami ucapkan semoga prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper
“Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat dan
Eksistensinya Dalam Hukum Nasional” dapat bermanfaat bagi Kita Semua terkhusus
Masyarakat Indonesia.

1 Palembang, 25 September 2019
| Ketua Panitia,

Fihe

4

Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H.
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Dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubaratentu ax
dengan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam lainnya ser
penggunaan tanah diatasnya, sehingga tidak menutup kemungkinan te
kepentingan dan kewenangan antar instansi atau departemen, misalnya terk
pertambangan diberikan oleh pemerintah dalam haliniadalah dibawal
ESDM, sedangkan terkait dengan hakatas tanah diatur di Badan Petan:
bahkan bias terjadi benturan dengan hak-hak rakyat serta masyarakat
Dimana permasalahan yang mendasar dalam hukum pertambangan in
pengelolaan pertambangan ini harus dilaksanakan di atas tanah ulayat. ]
ulayat secara umum adalah :

Hak persekutuan hukum/masyarakat desa untuk menggunakan

tanah-tanah yang berada di sekeliling desa mereka, guna unt

kepentingan persekutuan hukum itu, atau untuk kepentingan oran
diluar dari persekutuan hukum/masyarakat desa itu dengan menger.
dengan memberikan sebagian dari hasilnya kepada masyarakat.(Sir

1997: 61)

Eksistensinya masyarakat hukum adat salah satunya tertuang pada
(2) yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatu
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indone:
dalam undang-undang”.

Materi muatan pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 pada 1
“sepanjang masih hidup” mengamanatkan bahwa negara Indonesia mem
yang pluralis. Yang artinya, konstitusi menganggap hukum adat termasu
perlu dijadikan sebagai sumber pedoman hidup bermasyarakat &

Sehinggadengan adanya pengakuan terhadap masyarakat adat ser
seyogyanya pembentukan peraturan perundang-undangan nasional
terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dapat me
adat sebagai sumber dan pertimbangan karena masyarakat hukum adat p
untuk mengakses sumber daya alam.

Dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batu bara, t
penggunaan tanah diatasnya sedangkan Sumber Daya Alam miner
tersebut berada dibawah tanah, jadi perlu diketahui hukum yang meng

atas tanah dan hukum yang mengatur izin pertambangan diatasnya ketika

sumber dayaalam mineral dan batubara yang ada dibawah tanah ter

her Dava Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masvarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam H
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e smpang tindih terhadap hak atastanah dan izin pertambangan yang diberikan oleh
ST

“emanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan pertambangan harus menguntungkan
“wmacat adat, karena pada kenyataannya berbagai kegiatan pertambangan yang dibuat
Wik mchbatkan masyarakat adat. Tidak dihormatinya atau tidak ada bentuk
s miumgan hak-hak ulayat dalam kegiatan pertambangan menjadi permasalahan

W serkait dengan kegiatan eksplorasi kepemilikan hak masyarakat adat di Indonesia.

. *srmasalahan

Serdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil satu permasalahan yaitu
“smana bentuk perlindungan hukum tanah ulayat pada kegiatan usaha pertambangan
sesimst Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

Ean®)
SEmraTa

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
& Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bentuk perlindungan hukum tanah ulayat pada kegiatan usaha
pertambangan  menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara
5. Kegunaan Penelitian
1) Kegunaan Akademis
Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan
dan dalam hukum pertambangan dalam hubungannya dengan tanah ulayat.
2) Kegunaan Praktis
Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan sebagai dasar pertimbangan
dan referensi dalam pengambilan keputusan dan rencana aksi dalam hal
memberi perlindungan tanah ulayat pada kegiatan usaha pertambangan
menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara.

4 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif .Pendekatan secara

wridis (normatif) terutama ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis:

Dalam Hukwms N

wasas Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masvarakat Adat Dan Eksistensinva Dalam Hukum Nasional
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perlindungan hukum tanah ulayat pada kegiatan usaha pertambangan memast
Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Bz
karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif mas

digunakan adalah data sekunder

B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Perlindungan Hukum
Dalam kamus besar Bahas Indonesia perlindungan berasal dan i3
yangmemiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan =
Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilus
Beberapa unsur kata Perlindungan;

1. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjagz. @
merawat, menyelamatkan.
2. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, 5=
memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
Lindungan : yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuat=s
Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
Melindungkan: membuat diri terlindungi .

N LW

Pengertian hukum adalah untuk manusia;maka pelaksanaan =
penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyz-as
Gultom 2006: 14). Sedangkan perlindungan hukum dalam Bahasa Ingges -
protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut rechts becherms
mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlincas
menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hus
kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, =%
menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebush
(Harjono, 2008, : 357). Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum ada’z® |
yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundan g-undangan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemss
untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungas =
kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwes
berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelay=sa

bantuan hukum. (Soerjono Soekanto, 1984: 133)

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinva Dalam B
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Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta
poescuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum
wenissarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau
wuh vang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan
\wmsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari
wwusu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.(Philipus M. Hadjon.
Sl 2002: 25)

Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai
et

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan
sengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan
ersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak
vang diberikan oleh hukum.
~ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi
masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai
dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga
memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono.
2004 :3)
Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi
individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang
menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam
pergaulan hidup antar sesama manusia. (Muchsin. Ikhtisar , 2004: 14)
Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah
sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan
rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.
b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi
seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

£ Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam,

yaitu :

e Nasional @ Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinva Dalam Hukum Nasional
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a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikss
untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum sz==
pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adzis
terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat bess
tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak
adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong
hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pads
indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perling:
preventif,

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesa:
Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum é&a=
Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan huku=
perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu &=
dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap =
manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-ke
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dia=
pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat da=
Prinsip kedua vyang mendasari perlindungan hukum ters
pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan =
terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dzner|
dengan tujuan dari negara hukum.

Ada tiga klasifikasi dari hukum dalam masyarakat yaitu :

o

. Hukum sebagai pelayanan kekuasaan refresif

2. Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakan =3
melindungi integritas dirinya

3. Hukum sebagai fasilisator dari berbagai respon terhadap ksoum

aspirasi sosial. (Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2003 : 12)

Dengan demikianpengertian perlindungan hukum adalah suatu perlinss
diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik ye=
preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak ter=as
kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum.. +a
dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kema=
kedamaian.

Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep me=
hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupkan ko=s
hukum yang merupkan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah rechstaat

law. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen &
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" zzara Indonesia berdasar atas hukum, (rechtsstaat),tidak berdasarkan kekuasaan belaka

Wachtsstaat)”.

~ Pengertian Tanah Ulayat

Tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat diistilahkan dengan berbagai istilah
= nama. Hal ini disesuaikan dengan geografis dan kebiasaan adat setempat, tanah
. vat mempunyai batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit
~uo sungai. Nama-nama tersebut antara lain : pafuanan (ambon), panyampeto dan
wwatasan (kalimantan), wewengkon (jawa), prabumian dan payar (bali), totabuan
wizang mongondow), forluk (angkola), limpo ( sulawesi selatan), nuru (buru), paer

—50K), ulayat (minangkabau), dan masih banyak lagi nama-nama untuk tanah ulayat
w=cbut. (B Ter Haar, 1999: 63)

Namun perbedaan istilah itu bukanlah perbedaan makna mendasar yang
se—bedakan tanah ulayat tersebut secara substansial. Karena dalam hukum adat,
“wsusnya hukum tanah adat terdapat kesamaan yang merupakan perwujudan klonsepsi
= asas-asas hukum yang sama. Walaupun sebutan dan lembaga-lembaga hukumnya
w=5eda karena perbedaan bahasa dan kebutuhan masyarakat hukum adat tersebut.

Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan
.wwan-kawan dalam bukunya hukum tanah, jaminan UUPA bagi keberhasilan
sendayagunaan tanah, menyatakan bahwa ;

“Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu
persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/
pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan
hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut
mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua
persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)”. (G.Kertasapoetra, A.
Setiady ,1985: 88)

Pengertian hak ulayat secara umum adalah hak persekutuan hukum/masyarakat
=s2 untuk menggunakan dan mengolah tanah-tanah yang berada di sekeliling desa
=ereka, guna untuk memenuhi kepentingan persekutuan hukum itu, atau untuk
\=oentingan orang yang berada diluar dari persekutuan hukum/masyarakat desa itu
i=mgan mengerjakan tanah itu dengan memberikan sebagian dari hasilnya kepada

=asvarakat.(Simorangkir dkk, 1997: 61)
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Secara khusus hak ulayat adalah hak yang dimiliki masyarakat huk
menggunakan tanah beserta isinya di dalam lingkungan wilayah hukumss
1992: 156.)

Sedangkan pengertian hak ulayat menurut Budi Harsono adalah *
masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya, yang membe=
wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimp:s
tanah wilayah masyarakat hukum tersebut.(Boedi Harsono,. 1991:22)

Pengertian hak ulayat menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Negara A2
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman
Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, adalah :

“Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyaraks
tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup ses
untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah. na
tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul 2=
secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus ant== &
hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik pengertian, bahws |
diakui, apabila dalam kenyataanya memang masih. Kriteria-kriteria untes =
apakah hak ulayat tersebut dalam kenyataannya masih ada atau tidak, diater =2
2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.5 Tahun -
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yaks=

a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh ==
adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum ==
mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan ==
kehidupannya sehari-hari,

b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidus
persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperias
sehari-hari,dan

c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penss
penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh 3
persekutuan hukum tersebut.

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suawm
hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam
wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendas
penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepass

Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata &
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' masyarakat i dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum

Vilayah hukus ‘e berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut.

Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukumperdata dan ada
farsono adalas g u masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang
@ yang mess wwu= perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaanatas tanah tersebut.

[ dan memirmy wwangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untukmengelola, mengatur

1991:22) ws memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, danpemeliharaannya ada pada
nterl Negarzs & _=uz Adat/ketua Adat.
lang Pedomas Adapun Hak Ulayat berisi wewenang untuk :

Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemikiman, bercocok

leh masyaraiy g :anam) persediaan (pembuatan pemukiman / persawahan baru) dan pemeliharaan

ungan hidup » -
masuk tanah g el
yang timbu! g Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah

lerputus antas o
E .

{memberikan hak tertentu kepada objek tertentu).
Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan

hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).

gertian, bahwg

kriteria unsug Hak ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah
 tidak, diatur = | susvarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun
No.5 Tahun 3 ] g belum. Pada umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat tidak

Lenat ditentukan secara pasti. Hak Ulayat menunjukan adanya hubungan hukum antara

1 ‘Adat: y&km -
rikat oleh tes masyarakat hukum sebagai subyek hak dan tanah wilayah tertentu sebagai objek hak.
In hukum 1=

rs
ekutuan = i Pengertian Pertambangan

ingan hidus - Pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineraldiproses dan
mbil keperfua § “pisahkan dari material pengikut yang tidak diperlukan. Dalam industri mineral, proses

wntuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode
usan, pcass

faati oleh skstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineraldari batuan terhadap mineral pengikut

vang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah
ndustri  pertambangan danmempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada

2jtban _— : : 5 ;
-LJ Sus sencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang

B dalam

menghasilkan sumber daya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir

— pend i x

Sepan;zng
perdata das

vang diperlukan oleh umat manusia diseluruh dunia.

Pengertian Pertambangan menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat (1) Pertambangan adalah : “sebagian
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atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan da= 3
mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, stos &
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan pess
kegiatan pascatambang”. Pengertian tersebut dalam arti luas karena mels
kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum o
proses penambangan, dan sesudah proses penambangan.

Berdasarkan pengertian pertambangan tersebut telah jelas bahwa bai
badan yang melakukan penambangan pada suatu wilayah wajib melakui
pasca tambang yaitu kegiatan pemulihan lingkungan.

Ayat (6) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusan
atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum.
studikelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengass
penjualan, serta pasca tambang, dan Ayat (19) Penambangan adalah bagis
usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara &= 3
ikutannya.

Pembagian usaha pertambangan dikelompokkan atas :

a. Pertambangan mineral; dan

b. Pertambangan batubara.
Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a &2
atas :
a. Pertambangan mineral radio aktif;
b. Pertambangan mineral logam;
¢. Pertambangan mineral bukan logam; dan
d. Pertambangan batuan
Pembagian tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tams
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehubungan dengan pe=n
komoditas tambang pada Pasal 2 huruf(d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tz
tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubes
menyebutkan bahwa:

Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah &
tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, @
basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalseds
kristal kuarsa, jasper, krisoprase kayu terkersikan, gamet, giok, agat, dies
batu gunung quarry besar, kerikil galiandari bukit, kerikil sungai, batu k= |
sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasirpasang, kerikil berpasir ala=s §
bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (late==8
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gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam

atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yangberarti ditinjau dari segi

ekonomi pertambangan.

Dalam usaha pertambangan ada beberapa tahap yang harus dilaluli terlebih
~=nzulu sebelum menuai hasil ckonomis dari kegiatan penambangan yaitu;

. Penyelidikan umum merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau
fisika, di daratan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk
membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan
galian pada umumnya.

* Usaha eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk
menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letakan bahan galian.

Usaha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan
bahan galian dan memanfaatkannya.

- Usaha pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu
oahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat
pada bahan galian.

Usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil
pengolahan serta pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat
pengolahan/pemurnian.

Usaha penjualan adalah segala sesuatu usaha penjualan bahan galian dan hasil
pengolahan/pemurnian bahan galian.

Persoalan pertambangan juga tidak dapat dilepaskan darimasalahagraria, karena
\zgatan pertambangan berada didalam tanahdan untuk melaksanakan kegiatan tersebut
#21b mendapat izinterlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.Usaha pertambangan
= zksanakan dalam bentuk Izin UsahaPertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat
7R), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). maka apabila izin ini didapat
=hseorang pengusaha atau pihak yang ingin melakukan usaha pertambangan, maka ini
=erupakan hak-hak atas pertambangan. Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh Bupati/
walikota apabila wilayah berada di dalam satu wilayahkabupaten/kota,jikawilayah usaha
sertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten/ kota maka izin diberikan oleh
zubernur, jika wilayah pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi maka izin
Ziberikanoleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi darigubernur dan bupati/
walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin Usaha

pertambangan dapat diberikankepada badan usaha, koperasi ataupun perseorangan, hal ini

Jaiam Hukum
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sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Unds
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

C. PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BaZas
Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalzs §
Masyarakat Hukum Adat, masyarakat adat adalah sekelompok orang yz=g
tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan Sa
kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan

Pengakuan hukum terhadap masyarakathukum adat di Indonesiz =
tahun 1960 yaitu semenjak diundangkannya Undang-Undang Pokok Agrame =5
5 Tahun 1960. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulzsas

sepanjang menurut kenyataan masih eksis serta sesuai dengan kepentingas
selaras dengan perundang-undangan diatasnya. Konsep pengakuan dalam L78
dengan konsep pengakuan dalam UUD 1945 karena konsep pengakuan &
adalah konsep pengakuan bersyarat. Sesuai dengan amanat konstitusi Negas
tanah dan air di permukaan bumi ini tidak lepas dari kebijaksanaandasar yasg
dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undase
Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Tanah sebagai sumber daya dan modal dasar pembangunan hars
secara cermat agar memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat secara bemis
mengundang makna bahwa konsepsi maupun azaz-azaznya di landasi oles W
hukum di masyarakat kita sendiri konsep sumber adat kita komu=mas
memungkinkan ada penguasaan tanah perorangan sekaligus mengass
kebersamaan. Hal ini terlihat misalnya pada pasal 2, pasal 4, pasal 6 dan pass &

Persoalan hukum bagi masyarakat adat seringkali muncul ketika &
melekat padanya tidak mampu dilindungi oleh hukum negara.Hak-hak mass
yang selama ini samar tercantum dalam berbagai peraturan-peraturan s
dalam kenyataannya hak mereka juga tidak diindahkan dalam pelaksanaan pes
yang ada selama ini. Mengangkat dan mengimplementasikan kem&Sas
masyarakat ini dari berbagai pandangan yang menginginkan hak-hak mas s
merupakan keharusan. Namun untuk menjawabnya diperlukan

mempertanyakan siapa yang disebut dengan masyarakat adat itu? Bukankz® =

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinva Dalam Hukws
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W sckarang ini sudah terlebur kedalam suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, yang
st cari seluruh suku-suku yang ada. (Hazairin, 1985:. 69)
Pengakuan terhadap hak ulayat masih ada atau tidak, diatur melalui Pasal 2 ayat
“eraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 Tentang Pedoman
“mslesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yakni :

a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum
adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang
mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam
kehidupannya sehari-hari,

b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga
persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya
sehari-hari,dan

c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan
penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga
persekutuan hukum tersebut

Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh pemerintah
Zserah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang
#2z di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi
«zng mengelola sumber daya alam.

Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan
Zzlam petadasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda Kkartografi
Zan.apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam
Zaftar tanah.

Dengan demikian, efektivitas peraturan tentang pengakuan hak ulayat tergantung
nada misiatif pemerintah daerah untuk melakukan penelitian sebagai dasar penentuan
«cberadaan hak ulayat di daerah bersangkutan, dengan mengikutsertakan pihak-pihak
vang berkepentingan, sehingga hasil yang diperoleh terjamin obyektivitasnya. Mengingat
pahwa kebijakan pertanahan tersebut bersifat pedoman, dan hak ulayat masing-masing
daerah mempunyai sifat dan karakteristiknya yang khas, maka pelaksanaan kebijakan hak
ulayat tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan daerah masing-masing daerah,dengan
mempertimbangkan unsur-unsur lokal dan budaya yang ada dan hidup dalam masyarakat
hukum adat yang bersangkutan.

Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
pun, hak ulayat masyarakat hukum adat tidak mendapatkan tempat yang istimewa seperti

pada UU Sumber Daya Air. Karena Mineral dan Batu Bara merupakan hak mutlak dari
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negara untuk memberikan izin kepadé siapa saja yang ingin mengelola mums
bara. Pemerintah daerah yang berwenang memberikan izin hanya membsmi
pada tanah-tanah yang terdapat mineral dan batu bara (Pasal 145) dan i
untuk melakukan usaha pertambangan di dalam Wilayah Pertambangan ¥
106). |

Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan memiliki t=nes

secara sosial maupun lingkungan di wilayah tempat usaha mereka, termasa
tersebut dilakukan di wilayah masyarakat hukum adat. Tanggung jawab pe
antara lain diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun

perusahaan Terbatas yang menyebutkan :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan &
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawas
Lingkungan.

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksu< 3
merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan o
sebagai biaya Perseroan vyang pelaksanaannya dilakues
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana &&=
ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturas 3

undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial da= -
diatur dengan Peraturan Pemerintah. bahwa perusahaan y=&

dibidang pertambangan harus mengalokasikan dana K5aS
pengelolaan limbah. Hal ini perlu diatur dan ditegaskan, meme
pengelolaan tambang yang dapat menimbulkan pencemaran lings :
merugikan masyarakat sekitar, termasuk masyarakat adat =
diwilayah pertambangan.

Perlu adanya pengawasan pemerintah, dalam melakukan pengawasaz =
tambang di wilayahnya, termasuk peranan pemerintah daerah agar pengusahzm
mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan menjamin keselamatan =
sekitarnya termasuk masyarakat adat.
Dalam ketentuan Pasal 139 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2083
Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Menteri melakukan pembinzss
penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksariakan ole=
provinsi dan pemerintah kabupatenl kota sesuai dengan kewenangannya. S
dalam ayat (2) bahwa Pembinaan meliputi :
1. pemberian pedoman clan standar pelaksailaan pengelolaan usaha pertambes

2. pemberian bimbiiigan, supervisi, dan konsultasi;

3. pendidikan darl pelatihan; dan
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ngelola minem - perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan
a memb

45) dan e

senyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Selanjutnya dalam Pasal 145 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

mbangan & ~oerzl dan Batubara dalam hal perlindungan hukum terhadap masyarakat yaitu

=wvarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan
En].l]]k] chet sl «1__-:-_‘_:_‘( :

ka, termasy memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan
g jawab DT

0 tahun

pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan

pertambangan yang menyalahi ketentuan.

jallg d_aﬂ ==
gung Jawas

Namun demikian dalam praktek pelaksanaannya, khususnya di bidang ekonomi

~w=mukan berbagai kebijakan dan hukum yang secara sepihak pemerintah menetapkan

dimaksué »
1 dan dipen
L dilakutes

woxasi dan pengelolaan sumberdaya alam yang sebagian besar berada di dalam wilayah-

wzvah adat.

limana dig .
beraturan FENUTUP
Kesimpulan
osial dam © )
ghaan yane | Dalam Pasal 145 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

dana ks
Skafl_._ NemE
naran linge
t adat yame

=zmbara dalam hal perlindungan hukum terhadap masyarakat yaitu masyarakat yang

=rxena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :

: memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan
pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IgaWasan me

yengusahas

lamatan

* mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan

pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Saran-saran

!.l

ahun 200 § a) Pemerintah seharusnya memberikan pengawasan lebih kepada pelaku usaha

pembinzar g pertambangan

Kan oleh e b) Masyarakat sudah selayaknya turut berpartisipasi aktif dalam mengawasi

Sannya. pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
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